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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

 Hukum adalah sarana untuk mengatur kehidupan manusia, selain sebagai 

alat kontrol sosial dan alat perekayasa sosial yang tujuannya untuk menciptakan 

ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat 

dielakkan adalah masyarakat terus berkembang, dan jika dihubungkan dengan 

ungkapan seorang filsuf dan ahli hukum kelahiran Roma Marcus Tullis Cicero 

(106-43 SM) yang menyatakan “ubi societas ibi ius” yang artinya dimana ada 

masyarakat disitu ada hukum.
1
  

 Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia pasti membutuhkan benda-

benda baik untuk dipergunakan maupun sebagai alat untuk mencukupi kebutuhan. 

Pada saat ini pengaturan terhadap suatu benda masih diatur di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang Benda (van zaken). Pengertian 

benda menurut Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi: “Menurut paham undang-

undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang 

dapat dikuasai oleh hak milik”.  

 Kepemilikan atas suatu benda dilihat dari adanya hak kebendaan atas 

benda. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan 

kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan oleh setiap orang. 

                                                             
 

1
 Darji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1995, hlm. 208. 
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Dalam hal memiliki suatu benda akan melekat terhadapnya suatu hak milik. Hak 

milik merupakan hak induk dan inti dari hak kebendaan yang lain. Menurut 

ketentuan Pasal 570 KUHPerdata yang berbunyi : 

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan 

leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan 

sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan 

umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, 

dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak 

mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan 

umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran 

ganti rugi”. 

 

       Secara umum cara memperoleh hak milik dapat kita temukan dalam 

ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yang berbunyi : 

 “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, 

melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa; karena 

pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, 

dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa 

perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang 

berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”. 

  

     Salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui penyerahan 

(levering). Penyerahan sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1475 KUHPerdata 

yang berbunyi : “Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke 

dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli”. Menurut Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, 

S.H., M.S., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Jaminan 

Kebendaan”, Levering sesungguhnya mengandung dua hal penting agar Levering 

sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu perpindahan hak milik suatu benda dari satu 

pihak ke pihak lainnya. Dua unsur tersebut adalah penyerahan nyata (feitelijke 

levering) dan penyerahan yuridis (juridische levering). 
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     Menurut Pasal 612 KUHPerdata, penyerahan benda bergerak dapat 

dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Dengan sendirinya 

penyerahan nyata tersebut sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering). 

Menurut Pasal 616 KUHPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan 

melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan 

dalam Pasal 620 KUHPerdata antara lain membukukannya dalam register.
2
 

      Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb., dalam 

bukunya yang berjudul “Sistem Hukum Benda Nasional” menjelaskan untuk 

sahnya penyerahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Adanya alas hak (onderlinggende verbintenis), yaitu perjanjian konsensual 

obligatoir; 

2. Adanya perjanjian kebendaan; 

3. Adanya wewenang menguasai pihak yang menyerahkan (beschikking 

bevoegdheid); 

4. Adanya itikad baik (te goeder trouw). 

 

 Berbagai problematika muncul seiring dengan perkembangan masyarakat, 

yaitu kebendaan di masyarakat juga berkembang. Jadi dapat kita simpulkan 

bersama bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Masalah 

yang timbul adalah hukum hampir selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat 

                                                             
 

2
  Hukum Online, “ Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak ”, dapat ditemukan 

pada https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-

bergerak diakses 24 September 2018 pukul 16.43 WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak
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dan objek yang diaturnya. Dalam kehidupannya masyarakat selalu mengalami 

perubahan. Perubahan tersebut dapat berlangsung cepat atau lambat, dapat juga 

menyangkut perubahan yang mendasar atau perubahan kecil biasa. Perubahan 

tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

 Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadi perubahan dalam masyarakat, yaitu
3
 : 

1. Kependudukan 

  Faktor kependudukan sangat lazim dihubungkan dengan kemampuan 

suatu masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Masyarakat dengan jumlah 

penduduk yang kecil cenderung bersifat stabil, karena kurangnya kemampuan 

masyarakat untuk melakukan perubahan. Pertambahan jumlah penduduk juga 

memengaruhi pola tingkah laku anggota masyarakat. 

2. Habitat Fisik 

         Peranannya diakui sangat lambat dan berada di luar pengamatan manusia. 

Sekalipun demikian, perubahan dalam lingkungan fisik ini dapat dipercepat dan 

pada gilirannya akan menggerakkan perubahan masyarakat pula. 

3. Teknologi 

  Teknologi merupakan faktor yang sangat nyata peranannya dalam 

perubahan masyarakat. Perubahan teknologi senantiasa berada dalam suatu 

paket bersama-sama dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang-

bidang kehidupan yang lain di masyarakat. 

                                                             
 

3
  Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 44. 
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4. Struktur Masyarakat dan Kebudayaan 

  Struktur yang dimiliki masyarakat serta struktur kebudayaannya 

mempunyai hubungan yang erat dalam perubahan masyarakat. Sekalipun tidak 

sehebat pengaruh teknologi, namun kita tidak dapat memikirkan terjadinya 

perubahan masyarakat dengan mengabaikan kedua faktor tersebut. 

 Salah satu faktor yang diterangkan yang menyebabkan perubahan 

masyarakat adalah teknologi. Seiring dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat dan ditambah dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) telah menciptakan keberadaan “dunia lain” yaitu dunia maya (cyberspace).
4
 

Jaringan internet yang pada mulanya diciptakan untuk keperluan militer dan 

pertahanan Amerika Serikat, menjelma menjadi salah satu kebutuhan personal 

masyarakat di seluruh dunia.
5
 Semua informasi dapat diakses dengan mudah dan 

                                                             
 

4
 Dictio, “ Apa yang dimaksud dengan dunia maya atau cyberspace  ”, dapat ditemukan pada 

pranala  https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151 

diakses 11 Juni 2018 pukul 21.09 WIB, bahwa dunia maya atau cyberspace adalah media elektronik 

dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-

balisk secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan 

teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, tranduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, 

pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, 

instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. 

Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu Imaginary Location (tempat aktivitas elektronik 

dilakukan ) dan juga menjadi sebuah massy virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin 

dalam sebuah jaringan komputar (interconnected computer networks). Istilah “dunia maya” pertama 

kali muncul dalam seni visual di akhir 1960-an, ketika seniman Denmark Susanne Ussing (1940-1998) 

dan pasangannya arsitek Carsten Hoff (b. 1934) menyebut diri mereka sebagai Atelier Cyberspace. Di 

bawah nama itu mereka membuat serangkaian instalasi dan gambar berjudul “ruang sensorik” yang 

didasarkan pada prinsip sistem terbuka yang beradaptasi dengan berbagai pengaruh, seperti gerakan 

manusia dan perilaku baru material. 
 

5
 L.Erawan, “ Teori Sejarah Internet ”, dapat ditemukan pada pranala 

http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/modul01teori-Sejarah_Internet.pdf diakses 21 Juni 2018 pukul 

18.42 WIB, Sejarah Internet dimulai dengan pengembangan komputer elektronik pada 1950-an. Awal 

konsep tentang jaringan paket berasal dari beberapa laboratorium ilmu komputer di Amerika Serikat, 

Inggris, dan Perancis. Departemen Pertahanan Amerika memberikan kontrak pada awal 1960-an untuk 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151
http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/modul01teori-Sejarah_Internet.pdf
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cepat serta membantu pertumbuhan segala bidang yang ada, seperti bisnis, 

hiburan, dan lain sebagainya. 

 Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada tahun 2018 

jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang.
6
 

Berdasarkan jumlah yang besar ini, berbagai informasi elektronik yang diunggah 

pun semakin besar volumenya dan bentuknya bervariasi yang akhirnya 

memunculkan ledakan data atau yang lebih dikenal dengan maha data (big data).
7
 

 Negara Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0, aktivitas 

kehidupan sehari-hari yang awalnya menitik beratkan pada kertas sekarang 

bergeser kepada informasi yang tertuang dalam dokumen elektronik yang akhirnya 

juga menyebabkan objek transaksi yang diperdagangkan tidak hanya benda-benda 

yang berwujud fisik saja, melainkan juga benda yang bergerak tidak berwujud 

seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang disebut sebagai benda digital.
8
  

                                                                                                                                                                              
sistem jaringan paket, termasuk pengembangan ARPANET (yang akan menjadi jaringan  pertama 

yang menggunakan protokol internet). Pesan pertama dikirim melalui ARPANET dari  laboratorium 

Computer Sains Profesor Leonard Kleinrock di University of California, Los Angeles (UCLA) ke node 

jaringan kedua di Stanford Research Institute (SRI). Jaringan packet switching seperti ARPANET, 

Mark I di NPL di Inggris, CYCLADES, Merit Network, Tymnet, dan Telenet, telah dikembangkan 

pada akhir 1960-an dan awal 1970-a n menggunakan berbagai protokol komunikasi. Khusus 

ARPANET telah menyebabkan pengembangan protokol untuk internetworking, protokol yang 

membuat beberapa jaringan yang terpisah bisa bergabung dalam satu jaringan (jaringan dari jaringan). 

 
6
 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “ Indonesia Raksasa 

Teknologi Digital Asia ”, dapat ditemukan pada pranala 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-

asia/0/sorotan_media diakses 23 Juni 2018 pukul 20.03 WIB. 

 
7
 Emirul Bahar, “ BIG DATA ”, dapat ditemukan pada pranala 

http://emirul.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/46046/BIG+DATA.pdf diakses 23 Juni 2018 

pukul 20.10 WIB.  

 
8
 Andreas Hassim, “ Revolusi Industri 4.0 ”, dapat ditemukan pada pranala 

http://id.beritasatu.com/home/revolusi-industri-40/145390 diakses 22 Juni 2018 pukul 19.34 WIB, 

pada revolusi industri generasi keempat, telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi 

(disruptive technology) hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media
https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media
http://emirul.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/46046/BIG+DATA.pdf
http://id.beritasatu.com/home/revolusi-industri-40/145390
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 Terjadinya revolusi besar-besaran yang pada mulanya bersifat di luar 

jaringan (offline) menjadi di dalam jaringan (online). Informasi dapat 

didistribusikan secara mudah oleh teknologi dengan berbagai cara dan jenis. 

Seperti contoh dalam layanan transportasi daring dimana teknologi melalui 

platform aplikasi memfasilitasi pemilik ide dengan pemilik hak atas kendaraan, 

jual beli daring dengan internet sebagai perantaranya, dalam bidang perbankan, 

industri, korporasi, dan lain-lain. Dengan menggunakan internet maka terhadap 

suatu informasi dan/atau dokumen elektronik semakin banyak dan beraneka ragam 

jenis dan bentuknya. 

 Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagian masyarakat dapat 

menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat hadirnya benda digital, tetapi 

pada kenyataannya, HKI masih belum mampu mengikuti perkembangan benda 

digital tersebut dikarenakan pada hakikatnya HKI hanya memberikan lisensi saja 

dan sifatnya bukan pengalihan hak. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh 

pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk 

melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat 

tertentu.
9
 Sementara itu, perlindungan terhadap objek benda digital tidak hanya 

menyangkut kebendaan yang dilindungi HKI namun juga terhadap kebendaan 

                                                                                                                                                                              
incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban dengan 

matinya perusahaan-perusahaan raksasa. 

 
9
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  tentang 

Hak Cipta, Bab I, Pasal 1 angka 20. 
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yang lahir secara elektronik itu sendiri.
10

 Kebendaan tersebut misalnya seperti : 1) 

kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, seperti Facebook, Linked In, 

Twitter, Instagram, Whatsapp, dan lain sebagainya. 2) Akun-akun keuangan yang 

dilakukan secara online, seperti akun Bank secara online, uang elektronik, bitcoin, 

dan lain sebagainya. 3) Akun-akun terkait bisnis, seperti pangkalan data 

konsumen, pasien, dokter, catatan klien, dan lain sebagainya. 4) Alamat internet 

atau situs web, seperti domain name, blog dan 5) Kebendaan virtual.
11

 

 Negara Indonesia sendiri telah mempunyai pengaturan terkait transaksi 

elektronik sejak Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 24, Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 

PSTE). Definisi transaksi elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

berbunyi : “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. 

Peraturan mengenai kegiatan transaksi elektonik ini dalam praktiknya masih 

banyak menimbulkan permasalahan. 

                                                             
 

10
 Abdul Salam, Disertasi Doktor : “ Hukum Kebendaan Digital (Digital Property):Kajian 

Hukum Keperdataan terhadap Kebendaan Digital ”, Depok: Universitas Indonesia, 2017, hlm. 4. 

 
11

 Ibid, hlm. 127. 
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 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkembangan teknologi dan 

masyarakat yang pesat yang menyebabkan tingginya penggunaan jaringan internet 

yang mengakibatkan terjadinya peningkatan volume informasi elektronik dalam 

berbagai bentuk dan jenis yang akhirnya melahirkan suatu jenis kebendaan baru 

yaitu kebendaan digital. Namun, timbul pula beragam permasalahan hukum, 

seperti karakteristik hukum seperti apa yang dibutuhkan suatu informasi elektronik 

agar dapat termasuk kategori kebendaan yang dapat menjadi objek perjanjian, 

mekanisme peralihan hak milik benda digital berupa suatu informasi elektronik 

dan lain sebagainya. Hal tersebut yang memberikan dasar bagi peneliti untuk 

mengkaji dan menganalisis permasalahan ini ke dalam skripsi yang berjudul 

“ANALISIS YURIDIS MEKANISME PERALIHAN HAK MILIK                  

BENDA DIGITAL BERUPA INFORMASI ELEKTRONIK”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik hukum benda digital berupa informasi elektronik 

sehingga dapat dijadikan objek perjanjian ? 

2. Bagaimana mekanisme peralihan hak milik benda digital berupa informasi 

elektronik tersebut ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk menganalisis karakteristik hukum benda digital berupa informasi 

elektronik sehingga dapat dijadikan objek perjanjian. 

2. Untuk menganalisis kapan dan bagaimana mekanisme peralihan hak milik 

benda digital berupa informasi elektronik tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan aspek keilmuan 

(teori) di bidang Hukum Perdata yang belum banyak mengatur perihal 

benda digital. 
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b. Memberikan wawasan pengetahuan hukum kepada penulis terkait benda 

digital, memberikan pemahaman bagaimana bentuk aplikasi benda digital 

serta mekanisme peralihannya dalam kegiatan bisnis yang terjadi dalam 

transaksi elektronik. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah 

dan instansi terkait dalam membuat suatu kebijakan dan mengkaji suatu 

kebijakan tersebut sehingga sesuai dan dapat mengikuti perkembangan 

zaman. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang kuat 

terkait konsep perlindungan dan kepemilikan benda digital di Indonesia. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai dari suatu penelitian yang 

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi 

area penelitian.
12

 Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas sehingga 

tidak terjadi pembahasan yang meluas dan menyimpang, maka perlu dibuat suatu 

batasan lingkup penelitian. Pembahasan mengenai penelitian ini hanya mengenai 

analisis yuridis mekanisme peralihan hak milik benda digital berupa informasi 

elektronik. 

                                                             
 

12
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011, hlm 111. 
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F. Kerangka Teori 

 Berikut penjelasan secara singkat mengenai teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini, teori-teori ini akan menjadi dasar analisis terhadap 

permasalahan yang diajukan. 

1. Teori Hukum Hak Kebendaan ( Theory of Property Rights ) 

  Teori ini pertama kali dicetuskan oleh John Locke dan Thomas 

Hobbes. Hobbes mengutarakan pendapatnya tentang kebendaan dan 

kepemilikan pribadi dalam “Leviathan” Chapters 13-15. Hobbes berpendapat 

bahwa tidak ada kepantasan, tidak ada kepemilikan, tidak ada milikku dan 

engkau berbeda, tetapi hanya itu untuk menjadi setiap orang yang bisa dia 

dapatkan, dan selama dia bisa menyimpannya.
13

 

  Kemudian muncul pendapat dari Locke, pendapat Locke ini dianggap 

sebagai teori pertama memengaruhi kepemilikan hak dan pembatasan hak. 

Dalam bukunya yang berjudul “ Second Treatise of Government ” yang 

diterbitkan pada tahun 1690.
14

 Locke menjelaskan Tuhan yang telah 

memberikan dunia kepada seluruh bangsa manusia, juga telah memberikan 

akal sehat untuk mempergunakan hasil bumi/alam itu sebaik-baiknya demi 

kehidupan mereka. Bumi dan segala isinya diberikan kepada manusia untuk 

                                                             
 

13
 Thomas Hobbes, Being the First Part of Leviathan ( Chapter XIII Of the Natural Condition 

of Mankind as Concerning Their Felicity and Misery ), The Harvard Classics, 1909-1914, dapat 

ditemukan dalam pranala https://www.bartleby.com/34/5/13.html diakses 3 Juli 2018 pukul 14.02 

WIB. 

 
14

 John Locke, Two Treatises of Government, 1690, lihat juga Ignatius Haryanto, Sesat Pikir 

Kekayaan Intelektual : Membongkar Akar-Akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta 

: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm. 7. 

https://www.bartleby.com/34/5/13.html
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mendukung dan menyenangkan hidup mereka. Memang semua tanaman/hasil 

bumi yang mereka hasilkan, dan semua binatang yang memakannya (hasil 

bumi itu), menjadi milik bersama bangsa manusia, karena semua itu 

dihasilkan secara spontan oleh Alam, dan tidak ada orang yang pada awal 

mulanya mempunyai kekuasaan eksklusif melebihi semua orang lain atas 

hasil-hasil alam itu, dan dengan demikian semua hasil alam itu ada dalam 

keadaan alam mereka. Tetapi semua hasil alam itu diberikan supaya 

dimanfaatkan oleh manusia, maka pasti harus ada satu atau lain cara untuk 

mengelolanya sebelum hasil alam dapat bermanfaat bagi manusia. Buah atau 

daging rusa yang memberi makan kepada orang Indian yang mengembara 

kemana-mana tetapi tetap pemakaian bersama, harus menjadi miliknya, dan 

artinya orang lain tidak dapat lagi mempunyai hak atas barang itu sebelum 

barang itu dapat berguna baginya untuk mendukung hidupnya.
15

 

  Teori Kepemilikan John Locke dapat dilihat dan dikaji dari beberapa 

aspek sebagai berikut :
16

 

a. Faktor kerja (labor) 

  Locke berpendapat bahwa manusia mempunyai hak untuk menguasai  

alam dan hasilnya, terutama karena manusia telah bekerja mengolah alam 

dan untuk itu manusia mempunyai hak untuk mendapatkan atau memiliki 

                                                             
 

15
 Ibid. hlm. 39-40. 

 
16

 Ibid. hlm. 7. 
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hasil olahan atas alam tersebut. Faktor kerja manusialah yang menjadi 

dasar untuk menjadikan hak milik.
17

 

b. Faktor masalah mencampurkan dengan hal lain ( mixing metaphor ) 

  Sebagaimana manusia mendapatkan hasil alam dari Tuhan, maka 

Tuhan membuat benda-benda ini bagi manusia untuk bisa dinikmati dan 

tidak untuk dirusak dan dihancurkan. Dengan berdasarkan pada hukum 

alam, Locke berpendapat bahwa pembatasan itu ada dengan sendirinya 

yang nantinya terhubung dengan manusia yang menggunakannya sejauh 

tidak rusak dan busuk. 

c. Faktor masalah tidak boleh mengambil sesuatu lebih dari yang dibutuhkan 

manusia 

  Locke berpendapat bahwa manusia boleh memanfaatkan, mengelola, 

dan menjadikan hasil alam itu miliknya, tetapi dengan alam yang ada 

manusia juga harus memikirkan nasib manusia lain serta tidak boleh 

serakah dengan merampas hak manusia lain untuk memanfaatkan hal yang 

sama. 

d. Masalah tentang ketersediaan untuk orang lain 

  Manusia mengambil manfaat sejauh yang dibutuhkannya, jika ia 

mengambil lebih daripada yang dibutuhkannya maka itu berarti akan 

merusak hasil alam itu. 

                                                             
 

17
 Ibid. hlm. 43-48. 
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   Penolakan utama terhadap teori Locke, yaitu berasal dari Jeremy 

Bentham ( 1791 ) yang menyatakan bahwa teori Locke adalah omong kosong 

semata. Bentham tidak melihat firman Tuhan dapat dibanding, dan itu 

menimbulkan kesulitan dalam wacana politik yang diambil.
18

 

 

2. Teori Keadilan ( Theory of Justice ) 

  Perikatan para pihak yang melahirkan hubungan kontraktual esensinya 

tidak dapat dipisahkan dari masalah keadilan. Keadilan merupakan kata yang 

sulit dijabarkan secara konkret terlebih lagi jika dihadapkan dengan beragam 

kepentingan yang kompleks. Menurut pendapat John Rawls, suatu teori 

keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, karena di 

dalam kontrak tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama para pihak yang 

bebas dan setara. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan 

mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban 

secara adil bagi semua orang.
19

 

  Dalam perkembangannya, Rawls merumuskan prinsip keadilan 

distributif yang dapat mengedepankan asas hak daripada asas manfaat sebagai 

berikut :
20

 

                                                             
 

18
 Abdul Salam, Op.cit. hlm. 12. 

 
19

 Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi ( Telaah Filsafat Politik John Rawls ), Jakarta: 

Kanisius, 2004, hlm.21. 

 
20

 Ibid, hlm. 129. 
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1. Prinsip pertama yaitu bahwa semua orang harus memiliki hak yang 

sama atas kebebasan dan kebebasan dasar yang paling luas, seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Hal ini merupakan hal 

yang paling mendasar yang harus dimiliki setiap orang. 

2. Prinsip kedua bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus 

diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberikan 

keuntungan terbersar bagi orang-orang yang kurang beruntung, 

serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan 

kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka 

untuk semua orang. 

  Bukti keterkaitan antara hak milik dengan keadilan dapat dilihat dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam hukum kebendaan dan hak milik. Pertama, 

kesebandingan hukum dan kepastian hukum. Kedua, restriksi hukum dan 

perlindungan hukum.
21

 

 

3. Teori Perlindungan Hukum ( Theory of Legal Protection ) 

  Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum.
22

 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ada yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan 

                                                             
 

21
 Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab, 

Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hlm. 32-33. 

 
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 133.  
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kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran 

tersendiri dari fungsi hukum, yang mempunyai konsep bahwa hukum 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatn dan kedamaian. 

  Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
23

 

  Menurut pendapat Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum 

yang berwenang.
24

 

 

4. Teori Peralihan Hak 

 Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pengalihan atau pemindahan 

hak terdiri atas dua bagian, yaitu : 

1. Setiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian 

jual beli atau tukar-menukar; 

                                                             
 

23
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000, hlm. 

53. 

 
24

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, 

hlm. 1-2. 
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2. Pengalihan dan pemindahan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting 

adalah pengalihan dan pemindahan nama dalam hal jual beli benda tidak 

bergerak, misalnya tanah, rumah, dan sebagainya.
25

 

  Pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya 

 benda yang diperoleh langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang 

 bersangkutan, ada pula pengalihan hak yang dilakukan secara simbolis atau 

 tidak langsung, hanya melalui surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-

 benda tidak bergerak. 

  Pengalihan hak adalah beralihnya hak milik seseorang kepada orang 

 lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang 

 dibenarkan oleh hukum.
26

 

 

G. Metodologi Penelitian 

1.  Metode Penelitian 

  Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-

 aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna 

 menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.
27

 Dalam rangka mencapai tujuan 

 penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
28

  

                                                             
 

25
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 72. 

 
26

 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 

2010, hlm. 65. 

 
27

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35. 

 
28

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 11-13. 
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  Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan 

 dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, 

 filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, 

 konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan 

 mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.
29

  

  Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik 

 hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu : pembentukan hukum dan 

 penerapan hukum.
30

 Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini termasuk ke 

 jenis penelitian eksploratoris (explorative research), yaitu suatu penelitian 

 yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data 

 mengenai hal-hal yang belum diketahui sebelumnya.
31

 

 

2.  Pendekatan Penelitian 

  Sebagai dasar untuk menyusun argumen yang tepat, penulis 

 menggunakan tiga jenis pendekatan (approach) : 

a) Pendekatan peraturan  perundang-undangan (statute approach) 

  Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan 

mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

                                                             
 

29
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 102. 

 
30

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia, 

2007, hlm. 56. 

 
31

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 66-

67. 
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dengan isu hukum yang akan dibahas.
32

 Pendekatan perundang-

undangan memiliki kegunaan yang akan membuka kesempatan bagi 

peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara 

suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu 

undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang 

dihadapi.
33

  

b) Pendekatan konsep (conceptual approach)  

  Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, beranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum.
34

 Pendekatan konsep dilakukan apabila peneliti 

tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena 

memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang 

sedang dihadapi.
35

  

c) Pendekatan historis (historical approach)  

  Pendekatan historis menurut Peter Mahmud, pendekatan 

historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah aturan hukum dari 

                                                             
 

32
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2007, hlm 96. 

 
33

 Dyah Ochtorina Susanti dan A’am Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar 

Grafika, 2015, hlm.17. 

 
34

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 95. 

 
35

 Ibid, hlm. 157. 
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waktu ke waktu.
36

 Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk 

memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. 

 

3.  Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

  Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi 

 kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan 

 mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan 

 literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

a) Bahan Hukum Primer 

   Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang  

  dibutuhkan adalah : 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE)  

- Peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan  Transaksi Elektronik  

- UNCITRAL Model Law On Electronic Transferable Records 

                                                             
 

36
 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit. hlm. 126. 
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- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 

 permasalahan. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, 

jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian 

terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pustaka yang memuat 

 hukum benda  dan benda digital.  

c) Bahan Hukum Tersier 

  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah 

 hasil pencaharian melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan penelusuran melalui laman 

internet. 

 

4.  Analisis Bahan Hukum 

  Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul, dilakukan  analisis 

dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan 

terhadap bahan hukum yang panjang dan lebar agar bahan hukum tersebut 

dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-
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bahan hukum tersebut akan  muncul suatu kesimpulan yang menjawab 

permasalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.
37

 

 

5.  Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan 

 kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan 

 hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau 

 hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat 

 konkret.
38

 

 

H. Sistematika Penulisan 

 Hasil penelitian ini akan disusun ke dalam 4 (empat) Bab yang masing-

masing Bab terdiri atas beberapa sub bab, sebagai berikut : 

 Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

permasalahan, rumusan masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, kerangka teori, serta metodologi penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

 Bab II adalah bagian tinjauan pustaka yang akan membahas secara 

menyeluruh tentang konsep perjanjian yang menjelaskan pengertian perjanjian, 

syarat sahnya perjanjian, asas umum perjanjian dan jenis perjanjian. kemudian 
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menjelaskan konsep benda seperti pengertian benda, cara memperoleh benda, 

pembagian benda, dan macam-macam hak kebendaan. Selanjutnya akan 

dijelaskan konsep benda digital yang meliputi dasar pengaturan benda digital, 

pengertian benda digital, dan jenis-jenis benda digital. 

 Bab III adalah bagian pembahasan yang menjelaskan tentang karakteristik 

hukum benda digital berupa informasi elektronik sebagai suatu objek perjanjian, 

justifikasi informasi elektronik sebagai suatu kebendaan, serta mekanisme 

peralihan hak milik benda digital informasi elektronik sebagai melalui perjanjian 

jual beli. 

 Bab IV adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban penulis atas pertanyaan yang 

diajukan pada bab pendahuluan. Saran akan menjelaskan berbagai rekomendasi 

setelah memperoleh jawaban dari penelitian yang dilaksanakan. 
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